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Abstrak ( Bahasa Indonesia) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum keluarga Islam di Indonesia menilai 

putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN/Sby yang menjadi kontroversi 

di masyarakat akibat adanya pertentangan antara hukum perkawinan dan hukum administrasi 

negara sehingga perkawinan tersebut disahkan dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. 

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dengan model 

deskriptif komparatif, yaitu meliputi analisis terhadap putusan-putusan pengadilan terdahulu 

yang relevan dengan topik ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

dokumen dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dasar 

pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN/Sby 

tentang permohonan pencatatan perkawinan beda agama meliputi beberapa pertimbangan 

hukum, yaitu yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 

Januari 1989, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, dan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan Pasal 

28 B ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kedua, dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN/Sby perspektif 

hukum keluarga Islam menolak permohonan perkawinan antara individu yang berbeda 

keyakinan agama. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam islam, pernikahan adalah momen sakral yang penting dalam kehidupan setiap umat, 

dan dianggap sebagai suatu ibadah. Melalui pernikahan, seorang muslim juga dijauhkan dari 

perilaku yang dilarang oleh Allah SWT (Panji Maulana & Hidayat, 2022). Pernikahan merupakan 

kebutuhan biologis yang ada pada setiap individu, muncul dari perasaan saling mencintai antara 

seorang perempuan dan seorang laki-laki. Pada hakikatnya, terkadang cinta tersebut terhalang oleh 

berbagai perbedaan, termasuk perbedaan ras, suku, bangsa, atau agama. Hal tersebut sering terjadi 

dimasyarakat diberbagai kalangan dunia, salah satunya adalah di Negara Indonesia (Lestari et al., 

2023). 

Indonesia dikenal sebagai negara dengan masyarakat yang pluralistik, menampilkan 

keberagaman suku dan agama. Hal ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia, "Bhineka 

Tunggal Ika". Terdapat berbagai macam suku dari sabang sampai merauke dan begitu juga dengan 

agama. Di Indonesia, terdapat beberapa agama yang diakui, antara lain Islam, Kristen Protestan, 

Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Dikarenakan keragaman agama yang ada di 

Indonesia, seringkali setiap individu memiliki kecenderungan untuk merasa lebih dekat dengan 

seseorang yang memiliki keyakinan agama yang sejalan atau mirip dengan dirinya sendiri. Hal ini 

dapat mencapai tingkat solidaritas dan identifikasi yang sangat kuat. Namun, ada juga individu 

yang terlibat dalam hubungan cinta dengan seseorang yang memiliki keyakinan agama yang 

berbeda (Mawardi Aza, 2023).  

Ada beberapa pendapat tokoh agama mengenai permasalahan pernikahan yang memiliki 

keyakinan agama yang berbeda, khususnya dengan perempuan dari kalangan ahli kitab: 



1. Menurut pandangan Mazhab Hanafi, seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan ahli kitab 

yang berasal dari wilayah yang sedang berperang melawan kaum Muslim (dar al-harb). 

Larangan ini didasarkan pada potensi kerugian dan bahaya, termasuk kecenderungan anak 

hasil pernikahan tersebut untuk mengikuti keyakinan ibunya. 

2. Menurut pandangan Mazhab Maliki, terdapat dua kesimpulan: Pertama, pernikahan dengan 

perempuan ahli kitab dianggap makruh, baik jika perempuan tersebut berasal dari kafir zimmi 

maupun dari dar al-harb. Kedua, Al-Qur'an cenderung diam mengenai masalah pernikahan 

dengan ahli kitab, yang dapat diartikan sebagai persetujuan. Oleh karena itu, pernikahan 

dengan perempuan ahli kitab dianggap tidak bermasalah, tanpa memandang status orang 

tuanya sebagai ahli kitab. 

3. Menurut pandangan Mazhab Syafi'i dan Hambali, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. 

Al-Ma’idah ayat 5, diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan dari kalangan ahli kitab. 

(Assagaf, 2022) 

Di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan dan mendorong Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Perkawinan 

didefinisikan oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Mahaesa. Meskipun 

dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tidak mengatur definisi perkawinan 

berdasarkan agama, namun Pasal 26 KUHP Perdata menetapkan batasannya. Pasal 26 KUHP 

Perdata menyatakan bahwa "Hukum menganggap perkawinan hanya dalam hubungan perdata." 

Dari kesimpulan ini, KUHP Perdata menganggap perkawinan sebagai kontrak perdata belaka dan 



tidak ada keterkaitannya dengan agama yang dipilih oleh para pihak atau calon pasangan 

(Purwanto, 2023).  

Dalam Indonesia, larangan pernikahan beda agama diatur oleh Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) pasal 40 huruf (c), yang melarang pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang 

bukan Muslim karena alasan tertentu. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kesatuan dan 

kebahagiaan rumah tangga, serta untuk menjaga keutuhan akidah dan kemaslahatan umat Islam 

(Suryawan, 2020). Faktanya, pernikahan beda agama masih terjadi di masyarakat Indonesia, baik 

secara diam-diam maupun dengan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu di luar negeri dan 

kemudian kembali ke Indonesia untuk didaftarkan di kantor catatan sipil.  

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, tidak ada ketentuan 

yang secara tegas mengatur pernikahan beda agama. Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa 

pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, 

substansi dalam pasal tersebut tidak secara khusus membahas pernikahan beda agama. Meskipun 

demikian, dalam Pasal 8 huruf (f), ditegaskan bahwa "pernikahan dilarang antara dua orang yang 

memiliki hubungan yang agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk menikah". 

Dengan tegas, Pasal 8 huruf (f) UU Pernikahan menegaskan larangan terhadap pernikahan beda 

agama, meskipun tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (Dimiyati & Latumahina, 

2023).  

Pada tahun 2022, tercatat masih terdapat laki-laki dan perempuan yang menikah dengan 

agama yang berbeda, antara muslim dan non-muslim. Pernikahan semacam itu dapat dilakukan 

dengan izin dari majelis hakim, dengan cara mengajukan surat permohonan izin nikah beda agama 

ke Pengadilan. Salah satunya yang terjadi di PN Surabaya, calon pengantin muslim memohon izin 

kepada pengadilan agar dapat menikah dengan wanita yang beragama Kristen. Hal ini 



menimbulkan kontroversi dan polemik di masyarakat. Dua pasangan beda agama yaitu bernama 

Rizal Adikara (Islam) dan Eka Debora Sidauruk (Kristen), kedua mempelai ini telah mengalami 

sebuah upacara keagamaan. Prosesi pernikahan tersebut terpisah dari agama mereka, yakni melalui 

akad Islam dan restu Gereja. Kedua pasangan tersebut mengalami penolakan dari Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, akhirnya mereka mengajukan permohonan ke 

Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengesahkan pernikahan keduanya. Melalui pertimbangan 

hakim, permohonan kedua mempelai tersebut dikabulkan melalui Penetapan Nomor 

916/Pdt.P/2022/PN. Sby. 

Dalam lingkaran Islam, isu ini menghasilkan perpecahan antara pihak yang mendukung 

(pro) dan menentang (kontra). Mereka yang mendukung percaya bahwa pernikahan beda agama 

merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi, karena negara 

harus memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan beda agama. Sebaliknya, pihak yang 

menentang percaya bahwa pernikahan beda agama bertentangan dengan nilai-nilai agama yang 

dianut di Indonesia. Dalam argumen pro dan kontra tersebut, masing-masing pihak menyajikan 

alasan yang logis yang berasal dari penafsiran mereka sendiri, terutama dalam menghadapi dalil-

dalil Islam mengenai pernikahan beda agama (Sugandi & Hukum, 2023). 

Dari fakta yang disajikan, jelas terlihat bahwa permasalahan pernikahan beda agama akan 

terus muncul dalam kehidupan berbangsa ini. Meskipun telah dikenal bersama bahwa secara 

syariat hukum pernikahan beda agama mengalami variasi. Beberapa ulama menyatakan bahwa hal 

tersebut diperbolehkan, sementara yang lain menganggapnya haram. Oleh karena itu, bagaimana 

Islam merespons permasalahan ini dengan tinjauan khusus dari hukum keluarga Islam yang diatur 

dalam Undang-Undang Pernikahan Di Indonesia?  



Hukum keluarga Islam dianggap sebagai fondasi syariah yang menawarkan solusi bagi 

berbagai permasalahan, karena dianggap sebagai inti dari hukum syariah. Secara esensial, 

tujuannya bukanlah untuk mengajarkan umat Islam bagaimana menjalani kehidupan pernikahan, 

tetapi hukum keluarga bersifat solutif, yakni memberikan solusi dalam menangani masalah-

masalah keluarga yang muncul. Namun, terkadang hukum-hukum yang ada belum sepenuhnya 

dipahami terkait dengan hikmah dan filsafatnya, sehingga mengakibatkan anggapan bahwa hukum 

Islam tidak lagi relevan dalam menyelesaikan masalah perkara perdata keluarga Islam (Al Fitri, 

2020).  

Langkah-langkah konkret untuk memperbarui hukum keluarga Islam dimulai sekitar tahun 

1960-an, yang kemudian menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Sebelum regulasi tentang perkawinan disahkan, masalah perkawinan diatur melalui 

berbagai hukum, termasuk hukum adat, hukum Islam tradisional, peraturan perkawinan Kristen, 

hukum perkawinan campuran, dan sebagainya, sesuai dengan agama dan tradisi masing-masing 

penduduk. Upaya pembaruan hukum keluarga berikutnya terjadi pada masa kepemimpinan 

Menteri Agama Munawir Syadzali. Langkah ini ditandai dengan kelahiran Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) pada tanggal 10 Juni 1991, yang memuat ketentuan tentang perkawinan, warisan, dan 

wakaf yang ditujukan untuk umat Islam (Al Fitri, 2020).  

Dari konteks diatas, terlihat bahwa isu pernikahan beda agama di PN Surabaya dengan no. 

916/Pdt.P/2022/PN/Sby masih menimbulkan pertentangan hukum yang memungkinkan untuk 

diteliti dan diperdebatkan kembali. Berdasarkan kasus tersebut, penulis merasa perlu untuk 

meneliti lebih mendalam mengenai pernikahan pasangan beda agama, dengan fokus pada 

pandangan hukum keluarga islam terhadap pernikahan yang dilaksanakan antara pasangan dengan 

agama yang berbeda serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin pernikahan 



beda agama dalam kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. 

Hal ini disebabkan karena penulis melihat adanya pertentangan hukum antara Undang-Undang 

Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan terkait perkawinan beda agama, 

yang mengakibatkan adanya disparitas putusan hakim dalam mengadili permohonan penetapan 

pernikahan beda agama tersebut. 

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji kembali topik ini dari perspektif hukum 

keluarga islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum 

keluarga islam di Indonesia terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 

916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang sekarang menjadi kontroversial dimayarakat akibat dari adanya 

pertentangan antara Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang Administrasi 

Kependudukan yang mengakibatkan pernikahan tersebut dikabulkan dan disahkan oleh 

Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga dalam hal ini, penulis mengambil judul “Analisis Putusan 

PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/Pn/Sby Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum 

Keluarga Islam Di Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang 

diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan PN Surabaya No. 

916/Pdt.P/2022/PN/Sby dalam kasus pernikahan beda agama? 

2. Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam terhadap persetujuan permohonan pernikahan 

antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda dalam keputusan Pengadilan Negeri 

Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN/Sby? 

C. Tujuan Kajian 



Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah  

1. Mengetahui pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan PN Surabaya No. 

916/Pdt.P/2022/PN/Sby dalam kasus peirnikahan beida agama. 

2. Meingeitahui pandangan hukum keiluarga islam teirhadap peirseitujuan peirmohonan peirnikahan 

beida agama dalam peineitapan peingadilan neigeiri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN/Sby. 



D. Manfaat Kajian 

Dari seitiap peineilitian, teintunya akan dipeiroleih hasil yang diharapkan dapat meimbeirikan manfaat 

bagi peineilitian itu seindiri seirta bagi pihak-pihak lain yang meimbutuhkan. Manfaat dari peineilitian 

ini adalah: 

a. Seicara teioritis, peineilitian ini beirtujuan untuk meimbeirikan informasi dan wawasan keipada 

peinulis seirta peimbaca, guna meimpeirluas peingeitahuan hukum deingan harapan dapat 

beirkontribusi pada peingeimbangan ilmu peingeitahuan, teirutama dalam bidang Syariah dan 

hukum, khususnya meingeinai peimahaman hukum teirkait peirkawinan beida agama. 

b. Bagi peinulis, hasil peineilitian ini meirupakan peindeikatan dalam meineirapkan teiori yang 

dipeilajari seilama peirkuliahan dan meimbeirikan peingalaman beirharga. Bagi mahasiswa, 

peineilitian ini diharapkan dapat meinambah reifeireinsi bagi peinulis seilanjutnya yang teirtarik 

pada kajian hukum peirkawinan beida agama. 

c. Hasil peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan kontribusi peimikiran dan meinjadi bahan 

peirtimbangan untuk meimbantu meimeicahkan masalah teirkait peineilitian ini, teirutama bagi 

mahasiswa program studi Hukum Keiluarga Islam. 

E. Metode Kajian 

Meitodei kajian adalah suatu proseidur atau langkah-langkah yang digunakan untuk meimahami 

objeik studi dalam ilmu peingeitahuan yang reileivan. Meitodei ini meirupakan panduan bagi seiorang 

ilmuwan untuk meinyeilidiki dan meimahami lingkungan atau feinomeina yang meinjadi fokus 

peineilitiannya. Seilain itu, meitodei juga meincakup strateigi yang diteirapkan oleih peineiliti dalam 

meingumpulkan data peineilitian. 

1. Peindeikatan Dan Jeinis Peineilitian 



Jeinis peineilitian pada peineilitian ini adalah peineilitian kualitatif. Jeinis peineilitian ini 

teirmasuk dalam kateigori peineilitian kualitatif kareina meimungkinkan peineiliti untuk meinjeilaskan 

dan meinginteirpreitasikan apa yang diteiliti seicara meindalam. Deingan meinganalisis data seicara 

deitail dan meinggali makna yang meindasarinya, peineiliti dapat meinghasilkan peimahaman yang 

leibih dalam teintang feinomeina yang diteiliti. 

Meinurut Poeirwandari, peineilitian kualitatif adalah jeinis peineilitian yang meingumpulkan 

dan meinganalisis data yang beirsifat deiskriptif, seipeirti transkripsi wawancara, catatan lapangan, 

gambar, foto, reikaman videio, dan seijeinisnya. Peineilitian kualitatif beirtujuan untuk meimpeiroleih 

peimahaman yang umum teirhadap reialitas sosial dari peirspeiktif partisipan. Peimahaman teirseibut 

tidak diteintukan seibeilumnya, teitapi dikeimbangkan seiteilah meinganalisis reialitas sosial yang 

meinjadi fokus peineilitian. Beirdasarkan analisis teirseibut, keisimpulan ditarik dalam beintuk 

peimahaman umum yang beirsifat abstrak teintang reialitas yang diteiliti (Faisal eit al., 2023). 

Peineilitian ini meineirapkan peindeikatan keipustakaan (library reiseiarch) deingan modeil 

deiskriptif komparatif, yang meilibatkan analisis teirhadap putusan-putusan Peingadilan Neigeiri 

seibeilumnya yang teirkait deingan topik teirseibut. Meitodei ini meilibatkan peingumpulan bahan dan 

data dari beirbagai sumbeir liteiratur seipeirti buku-buku, jurnal, Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), fatwa MUI, seirta peindapat ulama dari organisasi seipeirti 

Muhammadiyah dan NU yang reileivan deingan analisis putusan PN Surabaya Nomor 

916/Pdt.P/2022/PN.Sby meingeinai peirkawinan beida agama. 

2. Sumbeir Data 

Sumbeir data meirujuk pada asal data yang digunakan dalam peineilitian. Deingan 

meingeitahui sumbeir data, akan leibih mudah untuk meingideintifikasi asal-usul data teirseibut, 



seihingga meimungkinkan untuk meindapatkan data yang leingkap, akurat, dan dapat 

dipeirtanggungjawabkan. Oleih kareina itu, peinulis meimbagi sumbeir data meinjadi dua kateigori. 

a. Data primeir 

Meirupakan Data, objeik, atau dokumein asli yang dipeiroleih peineiliti langsung dari sumbeir 

peirtama, seiring diseibut seibagai "informasi tangan peirtama". Data primeir teirseibut meincakup 

dokumein peingadilan yang beirisi rincian fakta kasus, argumein hukum, peirtimbangan hakim, 

dan keiputusan akhir yang diambil. Informasi ini dipeiroleih dari arsip Peingadilan Neigeiri 

Surabaya, yang meimbeirikan wawasan auteintik dan meindalam meingeinai peinanganan hukum 

teirhadap peirnikahan beida agama. 

b. Data Seikundeir 

Adalah informasi yang dipeiroleih seicara tidak langsung meilalui pihak lain, seipeirti dokumein 

reismi, buku, dan hasil peineilitian seibeilumnya. Dalam peineilitian ini, data seikundeir meincakup 

sumbeir-sumbeir liteiratur, undang-undang, seirta dokumein-dokumein beirupa buku, kitab fiqh, 

dan jurnal yang reileivan deingan topik peineilitian teintang peirnikahan beida agama.  

Data seikundeir yang digunakan untuk meindukung data primeir dalam peineilitian ini Fatwa 

MUI nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 teintang peirnikahan beida agama. Isi dalam fatwa 

MUI teintang peirnikahan beida agama, adalah seibagai beirikut: 

1) Peirnikahan beida agama adalah haram dan tidak sah 

2) Peirnikahan laki-laki muslim deingan wanita ahlul kitab, meinurut qaul mu’tamad adalah 

haram dan tidak sah. (Sunandar, 2020) 

3. Teiknik Peingumpulan Data 

Meitodei peingumpulan data meirupakan seirangkaian proseidur yang digunakan untuk 

meinghimpun, meincatat, dan meinyajikan fakta-fakta yang dipeirlukan untuk suatu tujuan 



teirteintu. Peintingnya meitodei peingumpulan data teirleitak pada keibutuhan untuk meimastikan 

akurasi data yang disajikan (Kasdi eit al., 2023). 

Teiknik peingumpulan data meinjadi langkah kunci dalam peineilitian kareina tujuannya 

adalah meimpeiroleih data yang reileivan. Tanpa peimahaman yang baik teintang teiknik 

peingumpulan data yang seisuai deingan standar yang diteitapkan, peincapaian tujuan peineilitian 

meinjadi sulit. 

Dalam peineilitian ini, peinulis meinggunakan meitodei peingumpulan data seibagai beirikut: 

a. Studi Dokumein 

Peineiliti dapat meingumpulkan dokumein-dokumein teirkait deingan putusan PN Surabaya 

teirseibut, seipeirti salinan putusan peingadilan, dokumein peirsidangan, surat-surat reismi, dan 

dokumein-dokumein lain yang reileivan. Analisis dokumein ini dapat meimbeirikan informasi 

deitail teintang argumein hukum yang digunakan dan peirtimbangan yang meinjadi dasar 

putusan. 

b. Studi Liteiratur 

Peineiliti dapat meilakukan studi liteiratur teintang hukum keiluarga Islam, peiraturan 

peirundang-undangan teirkait peirkawinan beida agama, fatwa-fatwa dari leimbaga agama, 

dan kajian-kajian teirdahulu yang reileivan deingan topik peineilitian. Studi liteiratur ini dapat 

meimbeirikan landasan teioritis dan peimahaman yang meindalam teintang konteiks hukum dan 

agama teirkait. 

3. Meitodei Analisis Data 

Meitodei yang digunakan dalam meinganalisa data yang sudah teirkumpul, peineiliti 

meinggunakan meitodei deiskriptif-analitis. Meitodei yang digunakan ini beirtujuan untuk 

meideiskripsikan teintang beintuk putusan dan dasar hukum pada Putusan PN Surabaya No. 



916/Pdt.P/2022/Pn/Sby Teintang Peirnikahan Beida Agama dan dalam peirspeiktif hukum 

keiluarga islam. 

Disamping itu, peinulis juga meinggunakan meitodei conteint analysis, adalah teiknik 

peineilitian yang digunakan untuk meingideintifikasi, meinganalisis, dan meinginteirpreitasikan pola 

makna dalam teiks (Mawardi Aza, 2023). Tujuan utama dari conteint analysis adalah untuk 

meinguraikan isi dari teiks seicara sisteimatis dan objeiktif, baik itu teiks teirtulis, lisan, atau visual, 

guna meimahami peisan, konteiks, dan makna yang teirkandung di dalamnya (Kharisma Rovanno 

eit al., 2023). Meilibatkan peimbacaan dan analisis meindalam teirhadap dokumein-dokumein yang 

teirkait deingan putusan peingadilan, seipeirti alasan putusan, peirtimbangan hakim, argumein 

hukum yang digunakan, dan reifeireinsi hukum yang dikutip yaitu  putusan PN Surabaya No. 

916/Pdt.P/2022/PN/Sby teintang peirnikahan beida agama. Analisis ini beirtujuan untuk 

meimahami seicara rinci substansi putusan dan implikasinya teirhadap isu peirnikahan beida agama 

dalam konteiks hukum keiluarga Islam. 

F. Definisi Operasional 

Peineilitian ini beirjudul “Analisis Putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/Pn/Sby 

Teintang Peirnikahan Beida Agama Peirspeiktif Hukum Keiluarga Islam Di Indoneisia”. Adapun 

peinjeilasan judul di atas, yakni: 

1. Putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/Pn/Sby  

Putusan Peingadilan Neigeiri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. adalah putusan yang 

dijatuhkan oleih peingadilan teirkait peirmohonan peincatatan peirkawinan beida agama. Peimohon 

dalam hal ini adalah warga neigara Indoneisia dan peirseiorangan yang beirteimpat tinggal di Kota 

Surabaya yang ingin meincatatkan peirnikahannya satu sama lain, deingan dihadapan oleih Kantor 

Catatan Sipil Kota Surabaya (Bayu puteiri & Syawali, 2023). 



2. Peirnikahan Beida Agama 

Peirnikahan beida agama adalah ikatan peirnikahan antara dua individu yang beirasal dari agama 

yang beirbeida (Faisal eit al., 2023). 

3. Hukum Keiluarga Islam. 

Hukum Keiluarga Islam adalah cabang dari hukum yang meingatur beirbagai aspeik keihidupan 

keiluarga dalam konteiks agama Islam. Hal ini meiliputi beirbagai aturan, prinsip, dan norma-

norma yang diturunkan dari sumbeir-sumbeir hukum Islam, seipeirti Al-Quran, Hadis (tradisi yang 

meinggambarkan kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad), ijtihad (peinalaran hukum), seirta 

peindapat para ulama dan mazhab hukum Islam (Al Fitri, 2020). 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Dasar haki im dalam peineitapan Peingadi ilan Neigeiri i Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby 

teintang peirmohonan peincatatan peirkawi inan beida agama, haki im meimi ili ikii beibeirapa dasar 

peirti imbangan hukum. Peirtama, yuri isprudeinsi i atas putusan Mahkamah Agung Nomor 

1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari i 1989. Keidua, peirkawi inan beida agama hanya di iatur dalam 

peinjeilasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 teintang Admi ini istrasi i 

Keipeindudukan. Keiti iga, Para Peimohon teilah meimeinuhi i keiteintuan teintang syarat-syarat mateiri ii il 

peirkawi inan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 teintang 

Peirkawi inan. Keieimpat, peirbeidaan agama ti idak meirupakan larangan untuk meilangsungkan 

peirkawi inan seibagai imana di imaksud dalam Pasal 8 (f) Undang-Undang Peirkawi inan. Teirakhi ir, 

hal i ini i juga meirupakan bagi ian dari i Hak Asasi i Manusi ia yang harus di ihargai i seisuai i deingan 

keiteintuan Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Neigara Reipubli ik Iindoneisi ia 

Tahun 1945. 

2. Pada keiputusan Peingadi ilan Neigeiri i Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN/Sby, peirspeikti if hukum 

keiluarga Iislam meinolak peirmohonan peirni ikahan antara i indi ivi idu deingan keiyaki inan agama yang 

beirbeida. Iini i di idasarkan pada pri insi ip-pri insi ip Iislam yang meineigaskan peinti ingnya keisamaan 

keiyaki inan dalam peirkawi inan, seibagai imana di ijeilaskan dalam Al-Qur'an dan Hadi ist. 



B. Saran  

Dari i peirsoalan yang teiri ideinti ifi ikasi i dalam peinuli isan skri ipsi i i inii, peinuli is i ingi in meimbeiri ikan beibeirapa 

saran seibagai i beiri ikut: 

a. Peinuli is beirharap bahwa pi ihak yang meimi ili iki i keiweinangan, teirutama para peimbuat undang-

undang, akan meini injau dan meireivi isi i ri inci ian pasal-pasal dalam Undang-Undang Peirkawi inan. 

Tujuannya adalah agar ti idak ada aspeik dari i peirkawi inan yang ti idak di iatur seicara teigas dalam 

undang-undang i ini i, teirutama teirkai it deingan peirkawi inan beida agama. Deingan deimi iki ian, 

keiti idakjeilasan, keiti idakpasti ian, dan keirumi itan yang mungki in muncul kareina kurangnya 

keiteintuan yang jeilas dalam Undang-Undang Peirkawi inan dapat di ihi indari i dan di ipeirbai iki i. 

b. Para akadeimi isi i yang teirus meineirus teirli ibat dalam studii teintang Iislam peirlu meimpeirti imbangkan 

deingan bi ijaksana peirsoalan peirkawi inan beida agama. Peimbaca teiks keiagamaan seibai iknya 

meilakukan peindeikatan yang seii imbang agar ti idak teirjeibak dalam si ikap prasangka teirhadap satu 

agama teirteintu. Hal i ini i akan meinci iptakan li ingkungan sosi ial yang peinuh toleiransi i dan 

peimahaman agama yang leibi ih luas. 

c. Keipada seimua warga Iindoneisi ia, bai ik yang beiragama Iislam maupun yang beiragama lai in yang 

beirmaksud untuk meini ikah, di isarankan untuk meimatuhi i peiraturan yang beirlaku di i Iindoneisi ia 

seirta meingi ikuti i priinsi ip-pri insi ip yang seisuai i deingan keiyaki inan dan agama masi ing-masi ing. 

Peirkawi inan beida agama meirupakan salah satu beintuk peirni ikahan yang meimi ili ikii ri isi iko, oleih 

kareina i itu, peirlu di ipeirti imbangkan seicara matang dampaknya jauh seibeilum meilangsungkan 

peirni ikahan seimacam i itu. 
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